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MASOHI
, KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERTAN AGAMA

KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : Kd.25.A2ltt pp.00.s/ 179 DAt4

TENTANG
PEMBERIAN IZ IN OPERASIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA NURUL I{ASANAH PELAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MATIA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGAH

MENIMBANG :

MENGINGAT :

a- bahwa dalam rangka meningkatkan mtrtu dan akses Pendidikan fvfaeasah
khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat daram
menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah di lingkungao
Kementerian Agama;

d. bahwa Surat Persetujuan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta
Nurul Hasanah Pelauw Kecamatan pulau llaruku Kabupten Ldaluku
]*gun dengan Nomor Statistik Madrasah (NsM) 12128i01m8 telah
hilang/tercecer, sesuai Surat Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah pelauw
Nomor : 420/06/Rprs/2014, Tanggal 05 o*rober 2014, Tentang
Permohonan Izin operasional Madrasah Tsanawiyah swasta Nun;
Hasanah Pelauw;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hlruf a
dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabunatel {aluku Tengah tentang pernberian Izin operasioml
Pendirian Madrasah Tsanawiya swasta Nurul-Hasanah pelauw;

1. undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional (Lembaran Ngqera Republik Indonesia TaI,n 2003 Nomor 7g,
Tabmbahan Lembgln Negara Republik Indonesia Nomor 430r);

2. Undang-uandang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dos€n
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 riomor

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia T-ahun 2005 Nomor
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a496);4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 200g tentang lvajib 

-irelajr
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoog iio*o, fu,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4s63);5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun 200g tentang pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia rahun 2oog Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4g64)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 200g tentang Guru lrrmbaranNegera Republik Indonesia Tahun 200s Nonooi tg+, Tambahaa
_ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9a\;
7. Peraturan Pemerintah Nomor ob ranun 2010 tentang perubahan afias

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengslolaan dan
Penyelenggaran Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2@9 tentang pembentukan &n
Organisasi Kementeriaa Negar4,

9. Keputusan Presiden Nomor 24 hhrm 2010 termng Koedrkan, Tugas,
Fungsi Kememterian Negra serta susmm qgp is"sL Tugas dan Fd#
Esolon I Kementerian Negra



rl-

12.
ffiKefrS*nnft&rd;
Fcrmrm fficffii Bcnfu Nrsimt Nomtr 16 Tfu 2ffi ffig
Shdar Gun;

MEMPERHATIKAN:

MENETAPKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

13. Peraturan Me,rEri Pendidikan
Standar Pengelolaan;

14. Peraturan Menteri Pendidikan
Standar Sarana dan Prasarana;

Nasi@al lilms f9 Tahm 2fif tentang

Nasional Nomor 24 Tahm 2C{J7 tenttanE;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang

standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

1. St6at Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah Pelauw Nomor :

420/06/RPtS/2Ot+, Tanggal 05 Okpber 2A14, Tentang Permohonan lzin

Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hasanah Pelauw;

MEMU TUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGAH TENTANG PERSETUruAN

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH NURUL HASANAH PELAUW KECAMATAN PULAU

HARUKU KABUPATEN MALUKU TENGAH;

Memberikan Izin PendirianMadrasahKepada :

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Hasanah Pelauw

Alamat : Jln. RonesinaRayaNo. 04 Pelauw Kp' 97591
penyelenggara : Yayasan Pendidikan Nurul Hasanah Pelauw

fzin pendirian Madrasah diberikan untuk menggantikan izin Operasional

yang telah hilang dan akan di evaluasi dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahrm

iertrltung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keptrtusan ini;

Penyelenggara wajib menyampaikan laporan hasil Penyelenggaraan

pendidikan selambat-larrbatnya 1 (satu) bulan terhi-tung sejak @it
,.*.rt r, kepada Kepala Kantor Kementerian Agarna Kabupaten Maluku

Tengah Cq. Seksi Fendis;
fenyetenggara wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan

*.ngutulkun permohonan akreditasi kepada BAN-Si\d bila belum

memenuhi kriteria alaeditasi ;

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkarU dan apabils

dikernurlian hari tsrdapat kekeliruan ddam stnet Keprtusaft illi, m*t aka
dilal<ukan perbaikan sebagaimana mestinya

USMAN BAHTA
1962tr2s 1994031 003.

q

Tembusan kepadfl Yth
8. Kementerian AgamaRI, Jakrt4
g. Sekertris Jenderal KemenHimAg@aRl, J*filar'
10. Direktur Jenderal P€Ndidikm Isla Kffiim Agea RI, Jal@
11. Direktn P€ndidikm tvtadras*, Jat@
12. K€pals Kmffi Wilrye l(Gmmia AgPa ProviEd lYltfuh, Ambm
13. Yapsan Pcodidikan Nuul IMh Fderil6
14. Arsip--
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